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Jakarta Pusat i

Perihal  : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini: Eep Ependi, S.H., Advokat pada
Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip,
Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

1. Nama : Abda Khair Mufti
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia

Alamat Tinggal : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang



2. Nama : Muhammad Halidz
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Radiance
Alamat Tinggal :JL Tatya Wuni 1V, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor

3. Nama : Abdul Hakim
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Pekerja PT. Internusa Food

Alamat Tinggal : Kp. Cilayang, Rt.001, Rw.02, Kel. Cilayang
Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Bersama ini, Para Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam
Perkara yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undarg Republik
[ndonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52206)
[selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [sclanjutnya
disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan scbagai berikut:

% KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sclengkapnya berbunyi:
o Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebunl Mahkamah Agimg dan bad.ii
peradilan yang berada di bawahnya doiam  lingkungan  peradilan wmunt,
lingkungan peradilan  agama, lingkungan peradilan. militer. lingkungan
peradilan tata usaha vegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitast”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:
“Mahkamah Koustifusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusarutya bersifat final untuk menguji undang-undang  terhadap
Undang-Undang Dasar, menutus sengketa kewenangan lembagn negnra yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memuius pembubaran
partal politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan wnan”.
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Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Mahkamah
Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 avat (1), yang berbunyi: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat periama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”7,

Bahwa lebih larjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), di-
nyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undeng-undeng
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457,

Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Pasal 55 UU Mahkamahk
Konstitusi terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

1L KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHGN

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi
beserta penjelasannya, dinyatakan: “Pemolon adalan pilak yang menganggap
hak danfatau kewenangan konstitusionalnya divugikan olch berlakunya undang-
undang, yaiti: a. perorangan warga negarg Indonesia. Yang dimaksud dengan
hak konstitusional adalgh hak-hak yang diatur dalam Undwig Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19457

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon  perorangan
warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-
syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.
006/PUU-HIJ2G65 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUL-V/2007 tanggai 20
September 2007 serta putusan-putusan  selanjuinya, bahwa yang
dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
haruslah immemenuhi syarat-syarat:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap cieh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sevab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
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e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.

Bahwa Para Pemchon hendak mengajukan pengujian muatan materi
Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabiln undang-undang yang menjadi dasar
pengujinn peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warganegara Indonesia [Bukii
P-3, P-3A, P-3B] yang terdaftar sebagai pekerja [Bukti P-3C, I-3D, P-3E],
diberikan hak untuk memejukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolekfif untuk membangun masyarakal, bangsa dan negaranya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan
keadilan hukum bagi diri maupun kepentingan para pekerja lainnya, baik
dalam tingkatan lembaga peradilan hubungan industrial [Bukti P-3F],
Mahkamah Agung [Bukti P-3G} hingga Mahkamah Konstitusi [Bukti P-
3H], dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan
perundang-undangan dibawah undang, apabila undang-undang yang
menjadi dasar pengujiannya sedang dalam  proses pengujian  di
Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, kini Para Pemohon hendak
mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan [Bukti P-4] terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[Bukti P-5], yeng undang-undang dimaksud masih dalam  proses
pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 13/PUU-XV/2017.

Olah karena itu, apabila Para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal
44 ayat (1) dan ayat (2) PP’ 78 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung,
sedangkan kini Mahkamah Konstitusi masih melakukan pemeriksaan UU
13 Tahun 2003 dalam Perkara No. 13/PUU-XV/2017, maka permohonan
pengujian Para Pemohon di Mahkamah Agung berpotensi akan
dinyatakan tidak dapat diterima (Nief Onvankelijke  verklaard),
sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara
sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun 2015, dengan Perkara
Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016 {Bukti P-6}, Nomor 69
P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016 [Bukti P-6Aj, dan Nomor 34
P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017 [Bukti P-6B].



5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berpendapat memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 55 UU
Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945.

HI.  ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Presiden setelah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, mengundangkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5226) {selanjutnya disebut UU
Mahkamah Konstitusi].

2. Bahwa di dalam UU Mahkammah Konstitusi, terdapat muatan materi Pasal
55 dinyatakan: “Pengujinn peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang dilakukan Mahkaman Agung wajib dihentikan apabila
undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam
proses pengujian  Mahkamal  Konstitusi samipai adn  putusan  Mahkamah
Konstitust”.

3. Bahwa Para Pemohon menganggap, khususnya lrasa “dihentikan” dalam
Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jamivar,
perlindungan, dan kepastian hnkwm yang adil scrta perlakuan yang sama
dihadapan Judcum”.

4. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil dalam implementasi pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu
asas sederhana vang bermakna memiliki cara yang jelas dengan
kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti
dalam waktu sesegera mungkin tanpa seluk beluk, dan biaya yang
dikeluarkan dalam mencari keadilan ringan (murah).
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Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah
Agung atas pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747)
[selanjutnya disebut PP 78 Tahun 2015], yang berbunyi: “(1) Penetapan
Upah minimum sebagnimang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan Upah minimuni. (2) Formula perhifungan
Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikui. Unis =
U + {Ume x (Inflasic + 7 PDBY)” .



Para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) P> 78 Tahun
2015, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13
Tahun 2003], dinyatakan: “Pemerintal  menetapkan upah  minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup
layak dan dengan me:perhatikan produktivitas dan pertumbithan ekonomi”.

Bahwa pada prakteknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa
“dihentikan” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi sebagai
permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana
pertimbangan hukum dalam putusan pengujian Pasal 44 PP 78 Tahun
2015 sebelumnya, yaitu:

(a) TPutusan Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016, hal. 71
paragraph kedua, Mahkamah Agung berpendapat: “Menimbang,
bahwa olelr karena Undang-Uindang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalan permohonan a quo sedang
dalam proses pengujian di Mahkameh Konstitust dengan register perkara
Nomor 99/PUL-XIVI2016, berdasarkan ketentusn Pasal 55 Undang-
Undang Nemor 24 Tahwun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
menyatakay:  “Pengujinn  peraturan  perundang-undangar  dibawah
undang-undang  yung sedang dilakukan  Mahkainah  Agung  wajib
dihentikan  apabila  undang-undang  yang wmenjadi dasar  pengujian
peraturan lersebul sedang dalara proses pengujian Maliknmah Konstitusi
sampai adn Putusan Malikamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji
materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi
prematur {belin wakbion). Menimbang, bahwea olel karena Mahkamah
Agurg belin waktinya menguji objek permohonan hak wii materiil @ guo,
maka pernohonan keberatan hak wji materiil Pemchor tersebul harus
dinyatakan lidak dapat diterima (niet ontvankelijke verkinard)”.

(b) Putusan Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 Nopember 2016, hal. 80
paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat. “Menimbang,
bahwa datat perkara ini Undang-Undang Nomor 13 Tafun 2003 tentang
Ketenagakeijaan, yang menjadi dasar pengujian atas objek perniohonan
hak wji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh
Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 99/PUU/XIVI2016,
sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan
demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan
memutus permohonait a quo (prematur), dan permohonan hak uji materiil
dari para Pomohon tersebut harus dinyaiakan fidak diterima”.



{c) Putusan Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 juni 2017, hal 133
paragraph kesatu, Mahkamah Agung berpendapat: “Menimbang,
balwa olel: karena Undang-Undang Nowmor 13 Tahun 2003 itentang
Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo sedang
dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara
Nomor 13/PUU-XV/2017, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang
menyataizan:  “Pengujian  peraturan perundang-undangan  dibawah
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib
dihentikan apabila  undang-undang vyang menjadi dasar pengujicn
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujinn Mahkamah Konstiiusi
sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji
materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi
prematur (belum waktunya). Menimbang, bahwa oleh karena Mahkemah
Agung belur waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil a quo,
maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan 3 (tiga) permohonan
pengujian PP 73 Tahun 2015 tersebut diatas, dengan amar tidak dapat
diterima, memanglah tidak menghilangkan hak bagi siapapun yang
menganggap kepentingannya dirugikan untuk mengajukan permohonan
pengujian kembali. Akan tetapi, tafsiran Mahkamah Agung khususnya
atas frasa “dilientihay” dalam Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, dengan
menyatakan permohonan pengujian  peraturan  perundang-undangan
dibawah undang-undang tidak dapat diterima, akibat undang-undang
yang menjadi dasar pengujiannya masih dalam proses pengujian di
Mahkamah Konstitusi, justru telah tidak memberikan perlindungan,
jaminan dan kepastian hukum, yang tercermin dalam asas sederhana,
cepat dan biaya murah.

Di Mahkamah Agung, untuk mengajukan permohonan  pengujian
peraturan perundang-undangan  dibawah undang-undang  diwajibkan
membayar biava perkara, dan harus pula menggandakan segala materi
permohonan scrta bukti-bukti yang dianggap perlu oleh pihak yang
memohon. Kewajiiban tersebut, diharapkan tetap memperhatikan asas
sederhana, cepat dan biaya murah. Namun, dengan dinyatakannya
permohonan pengujian peraturan dibawah undang-undang tidak dapat
diterima oleh Alahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi
dasar pengujiannva masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi,
Para Pemohon atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama,
justru mengalami proses peradilan yang berbelit-belit, tidak dalam waktu
sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan
menjadi mahal.



7.

Bahwa makna frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU Mahkamah
Konstitusi, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang masih dalam
pengujian di Mahkamah Konstitusi, seharusnya bukanlah dengan
menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima. Tetapi,
dilakukan penundaan pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, apabila penundaan sebagaimana Para Pemohon
maksud, dipandang tidak cukup beralasan akibat adanya ketentuan Pasal
31A ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahkun 1985
tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: “Permohonan pengujian
sebagaimana dinaksud pada nyat (1) dilakukan olch Mahkamah Agung paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan”. Maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi, unluk mempertimbangkan waktu antara pengajuan
hingga permohonan diputus dalam perkara pengujian PP 78 Tahun 2015,
yaitu:

(a) Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 yang diregister pada 10 Desember
2015 dan diputus pada 24 Nopember 2016 [vide Bukti P-6] dengan
lamanya pemeriksaan lebih dari 11 bulan;

(b) Perkara Nomaor &9 P/HUM/2015 vang diregister pada 22 Desember
2015 dan diputus pada 24 Nopember 2016 [vide Bukti P-6A] dengan
lamanya pemeriksaan selama 11 bulan;

(c) Perkara Nomeor 34 P/HUM/2017 vang diregister pada 26 April 2017
dan diputus pada 19 Juni 2017 [vide Bukti P-6B] dengan lamanya
pemeriksaan sclama 1,5 bulan.

Lagipula, dengan lerlewatinya batasan waktu penyeiesaian pemeriksaan
pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, tidak
menyebabkan  batalnva  putusan. Dengan  ditundanya pemeriksaan
pengujian  peraturan  perundang-undangan oleh Mahkamah Agung,
akibat undang-undang vang menjadi dasar penglijiannya  sedang
dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon tetap
dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undanyg ke Nahkamah Agung, tanpa perlu menunggu adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, apabila telah ada Putusan
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat melanjutkan
pengujian PP 78 Tahun 2015 atau peraturan perundang-undangan lain
dibawah undang-undang, schari atau beberapa hari setelah Mahkamah
Konstitusi memutus pengujian undang-undang yang menjadi dasar
pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.



Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus pengujian Pasal 55 UU
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 74/PUU-X/2012 tanggal 13
Maret 2013. Pemohon dalam Perkara No. 74/PUU-X/2012, mengingingkan
agar Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi ditiadakan dengan dinyatakan
seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Para Pemohon

dalam permohonan a gquo meminta agar Pasal 55 UU Mahkamah
Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Selain itu, permohonan a guo juga berbeda alasan permohonannya
dengan Perkara Nomer 79/PUU-XV/2017 yang telah diputus oleh
Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Nopember 2017. Dalam perkara
tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menjadi Pemohon
mempersoalkan keharusan bagi Mahkamah Agung menjadikan Putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai referensi atau rujukan daiam memutus uji
materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah
Konstitusi. Sedangkan Para Pemohon dalam permohonan a guo,
mempersoalkan kewajiban pengheniian pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, akibat
undang-undang vang menjadi dasar pengujiannya masih dalam
pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangka: Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam
Perkara Pengujion Undang-Undang, maka telah terang benderang bahwa
permohonan a que mempunyai perbedaan alasan permohonan dengan
perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 sebagaimana teruarai diatas. Oleh
karenanya, Para Pemohon berhak untuk dapat mengajukan kembali
pengujian Pasal 55 UL Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berkesimpulan, Pasal 55
UU Mahkamah Konstitusi khususnya sepanjang frasa “dihentikan” yang
secara lengkap berbunvi: “Pengujian peraturan perundang-undangen di
bawah undany wndayy iy sedang  dilakukan Mahkamah  Agung  wajib
dilientikan apalule wndaig-undang yang menjudi dasar pengujian peraturan
tersebut sedanyg dulsi proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampii ada
putusan Mahkamal Keusditus”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai penvioian peratirast perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedany dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksnannya
apabila undang-undii; vasig menjadi dosar pengujian peraturan tersebut sedang
dalamt proses penguiin Makkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah

Kuonstitusi.
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V.

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut
diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan
memutus dengan amar putusarn:

Menyatakan:
o Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

o TFrasa “dihentikan” pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikal, sepanjang lidak dimaknai pengujian  peraturan  perundang-
undangait di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
ditunda pemetiksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebud sedaiy dalam proses pengujian Mahkameh Konstitusi sampni
ada putusan Mahkamah konstitust.

o Memerintahkan pemuatan putusan ini datam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Afau,

Apabila Yaung Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilng o {ex avquo et boito).

Demikian perbaikan permohvnan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Flukum Para Pemohon,

Eep Ependi, S.H.
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